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TENTANG

PENUNJUKAN SAUBARA RASYID *E. TAHIR, S.SES SELAKd BEHtsAHARA
GAJI SEKRETARIAT PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN HALI$AHERA BARAT TAHUtrl ANGGARAN 2011

Menimbang : a.

BUPATI HALN'IAHERA BARAT,

bahwa dalam rangka tei'tib administrasi pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana diatur dalarn Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang
Pedcmen Pengelolean Keuangan Daereh, maka untuF;

kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan dipandang
perlu menunjuk Bendahara Gaji Sekretariat pada Satuan
Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten iiaimahera Barai
Tahun Anggaran 24fi;
bahwa Saudara RASYID M. T-A-H!R, S.Sos yang diusulkan
oleh Pejabat Pengguna Anggaran Sekretaris Daeratl
Kabupaten Halmahera Barat, dianggap mampu dan
memeni;hi syar"at untuk melaksanakan tugas
Kebendaharaan sesuai dengan Ketentuan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Penunjukan Bendahara Gaji $ekretariat pada Satuan Kerja
Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun
Anggaran 2011;

Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat ll Dalam
Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi
Undang-undang;

Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan
atas Undang-undang B Tahun 1974 tentang Pokok-pokak
t-l^*^*^..,^;^^.r\riPEg(lwaliatI,

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan
atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan
Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten
Halmahera Selatan, K-abupaten Kepulauan Sula, Kabupaten /
Hah,:nahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi/
Maluku Utara; /
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5. u'rndang'undang Nomor tT Tahun 20S3 ieniang Keuangan
Negara;

6. Undang-undang Nomor i Tahun 2B*4 tentang
Perbendaharaan Negara;

7. Unclang-unciang Nomor 32 Tahun 2AO4 tentang
Pemerintahan Daerah;

8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
ia^^-^L.
Lr(lie-t <tI I,

9. Peraturan Pernerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan;

l0.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

ll.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedcrnan Pengelclaan Keuangan Daerah;

l2.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 14
Tahun 2S08 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah
Kabupaten Halmahera Barat dan Sekretariat DPRD
Kabupaten halmahera Barat;

l3.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 4
Tahun z}fi tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 24fi.

Memperhatikan : Surat Sekretaris Daerah tanggai 02 Februarai 2A11,
Perihal: Usulan Bendaharawan pada Sekretariat Pemda
Kab. Halbar.

MEBfiUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menuniuk Saudara RA,SYD M. TAH|R, S.-sos NIP: 6-30 0C9
534 se-bagai Benclahara Gaii Sekretariat pada Satuan Kerja
Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun
Annnaran ?fi1 4 ri.=noan aias.an lanceunflnue Peiahet'v"r-
Pengguna Anggaran Sekretaris Daerah Kabupaten
Halmahera Barat.

KEDUA : Bendahara sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam
melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya tetap
berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.

/
KETIGA : SBesifikasi Hnda Hngan dan paraf Bendahara sebagaima "{dimaksud Diktum Kesatu, tercantum sebagai berikut .

/
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SPECiFEIEN
BENDAI{ARA GAJI SEKRETARIAT

rs*SNGAN PARAF

{

KFEfI4PAT : K=-pt.!tijs+n !ni rnuiai beriairu pada ianggai ciitetapkan.

PEJABAT PAF*F
t

Sekretaris Daerah (tu[l.,,

A.ss- Bici. Fko, Pemb. & Kesra M-y
Kabag. Hukum & Orgs Vnlvu

NAMTO H. ROBA

Tembusan: Disampeikan kePada Yth ;

1. lt"'lenteri Dalarn Negeri di iakarta,
2. Gubernui fulaiuku Uiara di Sciifl,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan S,4aluku Utara di Ternate,
4. inspektur inspekiorat Kabupaien Halnrahera Barat di Jaiisi-o,
5. Kepaia Dinas PPKAD Kab. l-lalmahera Barat di .jaliolo
6. Yang bersangkutan untuk dan ciiiaksanakan sebagaimana mestinya

BUPATI HALMAHERA BARAT,M
Ditetapkan di : iaiiolo
paeia tanggai : 3 Ja:-rus,r'i 2011
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